PERATURAN DAERAH KOTA.CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA

Menimbang :

Mengingat

CIREBCON TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CIREBON,

bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran
2002, maka dipandang periu menyusun Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Beianja Daerah :

bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas periu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Republik indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
( Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-undang Republik indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNomor 331 2). sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Republik indonesia Nomor 12 Tahun 1994
( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah { Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3885 ) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ),

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Peroiehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 3839 ) ;

- 6. Undang - Undang Republik indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
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Peraturan Pamerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipii sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2001 ;

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomeor 21 Tahun 1997
tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Mermotor ( Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 56 , Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia  Nomor 3693 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
{ Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027 ) ; -

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028 ) ;

Peraturan Pomerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2000
tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara -
Pomerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; :

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 4138) ,

Peraturan Pemerintah Republik Indenesia Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran MNegara Republik
lndonesia Nomor 4139 ) ; ‘

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk
Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1875 tentang.
Contch-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang
Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1996 :

Peraturan Menteri Dalam Negeri »omor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tentang Program
Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang
Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan
Bangunan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tentang
Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha
Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 148 Tahun 1998 tentang
Pedoman Penyusunan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan
Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran
Daerah Kota Cirebon ( Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000
Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000
Nomor 1)

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomeor 1 Tahun 2002 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Cirebon { Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 3 )

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Barang Daerzh ( Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2002 Nomor 9 ).




Dengan persetuiuan
DEWAN PERWAKE AN RAKYAT DAFRAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  KOTA CIREBON TENTANG  SISA
PERHITUNGAN  AMNGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA CIRERON TAHUN ANGZARAN 2002

Pasal 1

Jumiah Perhitungan Anggaran Pendanatan ran Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun
Anggaran 2002 terdiri day; -

a  PEMNDAPATAN -

Pendapatan ... Rp. 215.479.474.077,16
b. BELANJA :
- Rutin......... . Rp. 141.224.072.160,51
- Pembangunan ........Rp, 99.941.221.015.87
dumleh ST .. Rp.  201.165.293.176.38

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerzh
Keta Cirebon Tahun Anggaran 2002 Berlebik sejumlah ... Rp. 14.314.180.900,78

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002
terdiri dari :

Pendapatan .................... e et er e an s e Rp. 9.302.104.189,00

b. Belanja....................... e et e en e, Rp. 9.302.104.189,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan ........................._ Rp. 0,00
Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 1 dan 2. menurut C-/A sebagaimana tercantum dalam

- . lampiran { Peraturan Daerah ini; A

(2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pengecokan antara Sisa Kas c;{'an Sisa
Perhitungan  Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah, menurut C-i
sebagaimana tercantum dalam Lampisan i Peratiiran Daerah ini ;
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- 5 .
(3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ° '

a. Lampiran Peraturan Daerah { C-l) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il
Peraturan Daerah ini ; ,

b. Lampiran Peraturan Daerah ( C/l ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan Daerah ini ; -

¢. Ringkasan Perhitungan Pendapatan ( Lampiran C/ ) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ; :

d. Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran C/I/R ) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;

e., Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran C//R ) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Vil Peraturan Daerah ini :

f. Perhitungan Belanja Pembangunan ( Lampiran C/I/P ) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Vill Peraturan Daerah ini ;

g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan { Lampiran C/I/P ) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini ;

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan ( UKP ) dimaksud pasal 1 yaitu :

a. UKP Penerimaan menurut C/IPfJUKP sebagaimana Lampiran X Peraturan
Daerah ini ; :

b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah
ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan baglan yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. S

Pasal S
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam L.embaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon

‘Pebruari 2003

Diundangkan di Cirebon |
padatanggal 14 Pebruari 2003
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